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BUPATI LEBONG 

PROVINSIBENGKULU 

PBRATVRAif BUPATI LBBOll'O 
ll'OMOR 38 TAHUlf 2020 

TElfTAJIO 

T£KJII8 PEMBERlAlf OA.11 KETIOA BELAS UlfTOK PEOAWAJ ll'EOERI BtPIL 
DI UlfOKUWOAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATElf LEB01'10 

TAHUlf AJIOOARAR 2020 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATt LEB01'10, 

a. bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Paso.I 17 ayat (2) 
Pcroturan Pcmcrintah Nomor 44 Tohun 2020 tcntang 
Pc_mbcrion Gaji., Pensiun, Tunjangan, atau Pcnghasilnn 
Kctiga Bclas Tn.hun 2020 kcpnda Pegawai Ncgcri Sipil, 
Prajurit Tcntara Nasional Indonesia, llnggota Kepolisian 
Negara Rcpublik Indonesia, Pcgawai Non Pcgawai Negcri 
Sipil, dan Pcnerima Pcnsiun dan Tunjangan, dipandang 
pcrlu mclakuknn pcmbayaron Oaji Kctiga Bclas kcpnda 
Pcgawai Ncgeri Sipil di lingkungan Perncrintah Daerah 
Kabupatcn l,cbong; 

b. bahwa bcrdasarkan pcnimbangan scbagaimana 
dimaksud pada hurur a di ates, pcrlu mcnetapkan 
Pcrnturon Bupati tentang Tcknis Pcmberian Ooji Ketiga 
Bclos Untuk Pcgawni Ncgcri Sipil di Lingkungnn 
Pcmcrintah Dacrah Kabupatcn l,cbong Tahun Anggaran 
2020. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pcmbcntukan Provinsi Bengku)u (l,cmba.ran Negara 
RcpubUk Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
L,cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keu:,ngnn Negara (Lcmbanm Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmba.ran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tcntan 
Pcmbc_ntukan_ Kabu~tcn l,cbong dnn Kabupate~ 
Kepah1ang di Provins, Bcngkulu (Lembo.ran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahu~ 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembo.ran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 
Pcrbcndaharaan Negara (Lcmba.ran Negara R tcn~g 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambah Le epu lik 
N~ Rcpublik lndoncaia Nomo; 43551; an mbaran 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaron 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. 

8. 

9. 

10. 

Undang-Undo.ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntuko.n Pcraturan Perundang-Undangan 
(Lcmbnran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 

0

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik lndone5io. Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Undang• 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Pcraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tcntang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Benglrulu 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor . 34, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
lndones1a Nomor 2854); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentan 
Pengat1;1ran Gaji ~egawai Ncgeri Sipil (Lembaran Nega! 
Rcpublik Indonesia Tahun. 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lemba~an Negara ~epubhk Indonesia Nomor 3098) 
sebagrumana tel~ d1ubah bcbcrapa kali terakhir den W:: 
Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2019 tcnt!n 
Perubahan Kedelapan Belas etas Peraturan Pcmerin~ 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan o .. p . 
Negeri Sipil (Lcmbaran N . 8J1 egawai 
Tahun 2019 Nomor 43); egaro. Republik Indonesia 



12. 

13. 

14. 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang 
Kcwenangan Pcmerintah dan Kewenangan Provinsi 
scbagai Daerah Otonom (Lcmbaran Negarn Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Pcnyelcnggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pcmerintah. Laporan Kcterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Oaerah Kepada DPRD, dan lnformasi Laporan 
Pcnyelcnggaraan Pcmerintahan Dae~ Kepa~a 
Masyarakat {Lembaran Ncgnra Repubhk Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

Peraturnn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pcm~rint.ah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemennt.ahan 
Daerah Kabupaten / Kota (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran. 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Pcrnturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentong 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerint.ah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6402); 

17. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

18. Pcraturan Pemei:mtah ~?mor 44 Tahun 2020 tentang 
tentang Pcmbenan GaJ1, Pcnsiun, Tunjangan at.au 
Peng~asil~- Ketiga_ B~las Tahun 2020 kcpada Pegawai 
Ncgen S1p1I, . :'aJunt Tcntara Nasional JndonC11ia, 
Anggota Kepoltsian Negara Rcpublik Indonesia p ga • 
No p · N . s · ii • c wa1 n_ cgawa.i egcn 1p , dan Penerima Pensiun dan 
TunJangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2020 N~mor 189, Tambahan Lcmbaran Negara R bli'k 
Indonesia Nomor 6545); epu 

19. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pcngelolaan dan Pertanggungjawaban K 
Daerah (Lembaran Negara R blilc cuangan 
2000 Nomor 202, Tambahan i:;:baranl~donesia Tahun 
lndoncsia Nomor 4022); cgara Republik 
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20. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pedoman Pcngelolaan Kcuongan Oaeroh, 
scbagaimana telah diubah bcberapa kaJi terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I I 
tentang Perubahan Kcdua atas Peraturan Menteri Dalam 
Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntnng Pcdomon 
Pcngelolaan Keuangan Daerah {Serita Negara Republik 
Indonesia Nomor 310); 

21. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tcntang Pcmbcntukan Produk Hukurn Daerah (Bcrits. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361: 
sebagaimann telah diubah dengan Pcmturan Mcnten 
Oalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Pcratumn Menteri Dalrun Ncgcri Nomor 
80 Tahun 2015 tent:tng Pcmbentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Se rita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah ILcmbaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2016 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Anggamn Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Tahun 2018 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapbn : PERATURAN BUPATI LEBONG TEIITAl'fG TEKKlS 
PEMBERIAN GA.JI KETIGA BELAS UNTUK PEOAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAl'f PEMERJNTAR DAERAH 
KABUPATEN LEBOffG TAHUN ANGGARA.K 2020. 

BABI 
KETEffTUAN UMUM 

Pual 1 

Dalaln Pe:aturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
I. Pcmenntah Daerah adalah penyelenggaraan urusan · 

Pemeri~tah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacir~enntahan oleh 
otono!Jll dan tugas pembantuan dengan rinsi . menurut asas 
d~ sistem dan prinsip Negara Kesatuan kc u61ikotonomi _se\uas-luasnya 
dimaksud dal.am Undang-Undang Dasar Ne p R lnd~nes1a sebagaimana 
1945. gara epubhk Indonesia Tahun 

2. Pegawai Negcri Sipil, yang selanjutnya disingka 
Indonesia yang memenuhi syarat t t ~NS adalah warga negara 
Aparatur Sipil Negara sccam tcta oleh ert~ntu, dian~kat seba.gai Pegawai 
mcnduduki jabatan pemerintah~. peJabat pcmbma kepegawaian untuk 



BAB II 
PEMBERIA1' GA.JI KETIOA BELAS 

Pua12 

Gaji Kctiga Bc\as tahun 2020 dibcriknn kcpada: 
a.PNS;dan 
b . Colon PNS. 

Paaa13 

PNS scbagaimana dimaksud dalam Pasnl 2 huruf a sampai dcngan huruf c 

mcliputi PNS dalam jobatan: 
a. pimpinan tinggi atau dalamjabatan sctarajabatan pimpinan tinggi; 
b . fungsional ahli utnmo otau dalam jobnton set.am jabatan fungsionaJ ahli 

utama; 
c . administrator ata.u dalam jabatan yang setara jaba tan administrator; 
d. pengawas at.au dalam jabatan yang sctara jabatan pcngawas; 
c. fungsional nhli madya; 
f. fungsional ahli muda; 
g. rungsionnl ahli pcrtruna; 
h. fungsional pcnyclia; 
i. fungsional mahir; 
j. fungsional tcmmpil; 
k. fungsional pcmula; dan 
I. pclnksona. 

Pual4 

0aji Kctign Bclas tahun 2020 tidak dibcrikan kcpada: 
a. Pejabat Negara; 
b. Kctua da n Wakil Kctua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Anggota Dewan iPcrwa.k.ilan Rakyat Dacrah; 
d. PNS yang scdang menjalan i cuti di luar tanggungan negara; dan 
c . PNS yang scdang ditugnskan di luar instansi pemerintah baik di dalam 

ma upun di luar ncgcri yang gajinya dibayarkan olch instansi tcmpat 

pcnugasan. 

Pua15 

(II Gaji Ketiga Belas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling 
banyak scbcso..r penghesilan pada bulan Juli. 

(21 Dalarn hal pcnghosilon poda bulan J1;1Ji scbagaimana dimaksud pada ayat 
(I) bclum dabayark.nn scbcsar pcnghas ,lan yang scharusnya diterima karena 
bcrubahnya pcnghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 
kckurangan 0aji Kctiga Bclas. 

Pual6 

~ghesilan scbag~~a dimaksud daJam pasal S ayat (1) diberikan bagi PNS 
paling banyak mel1puti: ' 
a. goji pokok; 
b. tunjangnn keluarga; don 
c. tunjangan jebatan a tau tunjangan umum. 

I 



Pual7 

Penghasi_lan sc~_agaimana dimnksud dnlnm Pnsnl 5 nyat ( l) djbcrikan bagi: 
a. penenma gnJt tcrusan dari PNS; 
b. penerima gaji dari PNS yang dinyata.kan hilang, yaitu scbcsar penghasilan 1 

(satu) bulnn gaji terusan pada bulan Juli, clan anggarannya dibcbnnkan 
pada instansi ntau lcmbaga tempnt PNS bckerja. 

Pal&l 8 

Penghasilan sebngnimana dimaksucl dalam pnsal 5 aynt (I) dibcrikan bngi Calon 
PNS, paling banyak meliputi: 
a. 80% (delnpan puluh pcrsen) clari gaji pokok PNS; 
b. tunjanenn kduarga; dan 
c. tunjangan jabat.nn at.au tunjangan umum. 

Pua19 

Besaran penghasilan sebagaimana di.maksud dalam pasa_l 5 a_yat (l)_ tidak 
tennasuk jcnis tunjangan kinerja, inscntif kinerja, !nse~uf kel)a, tun~angnn 
bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunJangnn profcs1 atau 
tunjangan khusus guru clan doscn atau lunjangan kehom:ia_tan, tarnba_han 
penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus: tunjang?n sehs1h pei:ighas1lan, 
tunjangan penghidupan Juar negeri , dan tunJangan lam fang SCJCOIS ~cng~ 
tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya sertn tunJangan atau msenbf 
yang ditctapkan dengan peraturan pcrundangan-undangan atau peraturan 
internal kememerian/lcmbaga dan pcnghasilan lain di luar sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 8. 

Pasal 10 

(l) Dalam hal PNS menerima lebih dari I (satu) pcnghasilan sebagaimona 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) mal<a Gaji Ketiga Belas rubcrikan salah 
satu yangjumlahnya lcbih bcsar. 

(2) Oalam hal PNS mcncrima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka 
kelcbihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembaHkan 
kepada negara sesuai dengan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau 
pe~~rim!-1 tunjangan iru:ida/dud~ m~kn diberikan Gaji Kctiga Belas sekaligus 
GaJ1 Kebga Belas Penenma Pensiun Janda/ duda atau tunjangan janda/ duda. 

Pua111 

(II B~saran penghasilan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal s ayat ( 1} tidak 
dtkenakan potongan 1uran dan/atau potongan lain bcrdasa.rkan k 
pcraturan perundang-undangan. ctcntuan 

(2) Pcnghasilan scbagaimana dimaksud 
penghasilan sesuai dengan ketentuan 
dan ditanggung pemerintah. 

BABUI 

pada ayat ( l) dikcnakan pajak 
peraturan pcrundangan-undangan 

l'EMBAYARAJf OAJl KETIGA BELAS 

Pual 12 

(1) Gaji Ketiga Belas rubayarkan pada Bulan A gustus. 



; 

121 onlam hal Oaji Ketiga Belas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) belum 
dnpat dilnksanakan, pcmbayarnn dapal dilakukan pada bulan-bulan 
berikutnya. 

Pua113 

Anggaran yang dipcrlukan untuk pdaksanaan Pcraturan Bupati ini 
dibebankan padn Anggaran Pcndapalnn dnn Bclanja Daerah bagj: 
1. PNS yang bekcrja pada Pcmerintah Dacmh; den 
2. Calon PNS pada Pcmerintah Daemh. 

BABIV 
KETENTOAN PENUTUP 

PaAl 14 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dcngan pencmpatannya dalam Bcrita Daerah Kabupatcn Lebong. 

Ditctapkan di Tubei 
pada tangga1 14 Agustus 2020 

7'.. BUPATI LEBONG, f 
Sl .te ,,. 

Diundangkan di Tubci 
pada tanggal 14 Agustus 2020 

ARJSDAERAH 
ATEN LEBONG, 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3S 

PE!t.ERINTAH KABUP~TEN l£BONG 
·B~GIAN HUKUM · I 

11 PE~tLIJ.H PRODUK HUKJlA ( 
• KASUPAltH lE.SONG ' ~ 


